
I ·: 

,! 
!i ,. 

' ;! 

;: 

i :· 
'· i ,. 

335 , ..... • 

Dalam peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 
1. Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah, selonjutnya dlslngkat dengan APBD adalah rencara keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersarna Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

2. Sat•Jan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Perangkat Daerah pade Pemerintah 
Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Baranq. 

3. Cokumen Pelak:sanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya dlsingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, 
Belanja dan Pemblayaan yang dlgunakan s-ebagei dasar pelaksanaar, ,;r,(lgaran olah Pangguna Anggaran. 

4. Surat Penyedlaan Dana yang selanjutnya di<3i'1gkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan terse-:ilanya Dana untuk 
melaksana'cen keglat~n sebaqal dasar penerbita.. SPP. 

5. Surat Permlntaan Pembayanm yang sel;ir!utnya dislngkat SPP adalah Dokumen yang dlterbltkan oleh pejabat yang 
bertangyungjawab atas pelak:sanaan keqlatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan perr,bayaran. 

Pasal 1 

BABI 
Kl:TENTUAN UMUM 

PERATIIRAN 8.Uf>All TENTANG KETENTUAN F,ATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN 
.JUMLAH UANG GANT! UANG PERSEDIAAN (GU) /\TAS BELANJA APBD TAHUN 2008 

Menetapkan 

MEMUTIJSKAN : 

1. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, 
Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndor-esia Nomor 4272): 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanq Keuangan Negara (Lemba.an Negara Republik 
Indonesia Tnhun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tzhun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran N~ara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. . Undang-Undany Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeri!<saan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tar un 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lernb aran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4437) 
sebagaimana telah diubah 'Jengan Undang-Undang No,nor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah menjadl Und.s.ng-Undang (Lembaran 
Negara Republif' lndor,esia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

6. Undang-Uncang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pernerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Neg3ra Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan :<euangan Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemer 140, Tambahan Lemba,-an Negara Republik 
Indonesia Nomor 45713); 

8. Peraturan P£merintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Klnerja lnstansl 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Repub.ik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturun Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahur, '2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

10. Peraturan Daerah K3bupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pekok-pokok 
Pengelolaan Keuanqan Da=rah: 

Mengingat 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pa-sal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 11 Februari 
2008, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang mekanisme dan ketentuan batas jumlah SPP Uang Persediaan 
(UP) sebagai acuan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008. 

Menimbang 

BUPATl PAKPAK BHARAT, 

KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) DAN JUMLAH GANTI 
UANG PERSEDIAAN (GU) ATAS BELANJA APBD TAHUN 2008 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI PAt<PAK BHARAT 
NOMOR 4 TAHUN 2008 

BERITA DAERAH 
KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
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GANO! WARTH A MANIK 

SERITA DAERAH KABUPATEN PAh:PAK P-HARAT TM-IUN 2008 
NOMCR 4 

dto. 

Diudangkan di Salak 
pada ta~gal 28 Pebruari 2008 

SEKRETAAIS DAERAH K,\BUPAlEN Pi\KPAK BHARAT 

H. MAKMUR BERASA 

dto. 

Ditetapkan di Salak 
pada tanggal 'Z7 Pebruari 2008 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 

Peraturan Bupaf ini mulai ber1aku pada tanggal ditetapkan. 

Agar semua orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inl dalam Serita Daerah. 

Pasal7 

Pasal6 

Penerbitan da., pengajuan SPP-GU dapat dlajukan apabila penggunaan Uang Persedlaan (UP) dapat dlpertanggungjawabkan 
sebesar 60%. 

Pasal 5 

Penerbltan cian pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara penqeluaran untuk memperoleh persetujuan darl 
. - ) Pengg..ma Anggaran/Kuasa Pengguna An~garan rnelalui PPK SKPD da.arn rangka pengisian uang Persediaan. Dokumen SPP 
:'.·· sebagalmana dimaksud terdi•i dari : 

a. Surat Pengantar SPP-UP; 
b. Ringkzsan SPP-UP; 
c. Rincian SPP-UP; 
d. Salinan SPD; 
e. Draft Surat pernyataan untuk dltand>citangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa 

uang yang diminta tidak dipergt.:nakan untuk keperluan selaln uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD; 
dan 

f. Lampirar. lain yang dipertukan. 

Pasal 4 
Ketentuan penetapan jumlah Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) yang diperkenankan pada setiap SKPD dirinci 
lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam ?eraturan Bupati ini meliputi pengeluaran Daerah tentang ketentuan batas 
jumlah SPP-UP dan SPP-GU .. 

Ruang lingkup peni:ielolaan Keuangan Dae rah pada Peraturan Bupati ini rnellputi pengeluaran Oaerah. 

Pasal 2 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

6. SPP Uang Persediaan yang selar.jutnya di5ingka'. SPP-UP adalah .Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan 
pernbayaran langsung. 

7. SPP Ganti Uang Persediaan yan,:i selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan pengganti u mq persediaan yang tidak dapat d!lakukan dengan pembayaran langsung. 

8. SPP Tambahan Uang Persediaar, yang selanjutnya dislngkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan 
tidak daoat digunakan untuk pertbayaran l;.irigsun!:J can uang persediaan 

9. SP~ L«ngsung yang selanjutnyc disinqxat !,PP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
perrnintaan pembayaran langsung k~pa<:Ja pthak ketiga alas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya 
dan pe,nbayaran gaji dengan jumlah. penerirnaan. peruntukan dan vzaktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan 
oleh PPTK 

10. Surat Perintah Membayar yang sel=:H'j1.1t1 ya o;s,.1gkat SPM. adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggar .. in untuk penurbrtan SP~D alas beban pen£1eluaran DPA-:iKPD. 

11. Surat Pnrintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh 
Pengguna Ansgaranll<uasa Pen~wn2 An11gar.:in untuk penerbitan SP2D atas beban pengnluaran DPA-SKPD yang 
dlper!Junakan s.abagal Uang Perr.edlaar- untlll< rnendanai regiatan. 

12. Surat Perintah ~embayar Ganti U:;ing rersodiaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah Dokurnen yang diterbitkan oleh 
Pen1Jguna Anggaranl:<uasa Pengguna Anqgaran untuk penerbltan SF'2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya 
diperqunakan untuk menggantl Uang Persediaan yang telah dibelanjakan. 

13. Surat Per1ntah Membayar Tambahan I.Jang Persed.aan yang selanjutnya dislngl<at SPM-TU adalah Dokumer, yang diterbitkar, 
oleh Pengguna AnggararvKuasa Pengguna Anqgaran untuk penerbttan SP2D atas beban pen9eluaran DPA-SKPD Karena 
kebutuha'1 dananya melebihi dari [urntah balas paqu Uang Persedtaan yang telah ditetapkan sesual dengan ketentuan. 

14. Surat Perlntah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah Dokumen yang dlterbitkan oleh Pengguna 
Anggaran/Kue:s,i Pengguna Anggamn U'"ltuk penert>ltan SP2D atas baban pengeluaran DPA-SKPD kepada plhak ketlga. 

15. Surat Penntah Pencalran Dana yang selanJutnya cJislngkat SP2::J adala~ Ookumcn yang digunakan sebagal das.ar pencalran 
dana y;,ng ditert,itkan oleh Kuasa BUD berdas.arkan SPM. 


